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Mata kuliah ini mendiskusikan pendekatan teoritis atas hukum Islam, terutama bidang hukum keluarganya. Sebagai sebuah
disiplin keilmuan, subjek bidang kajian ini masih mengundang tidak sedikit permasalahan. Oleh karena itu, pada bagian
awal perkuliahan, mata kuliah ini mengulas bagaimana kajian dan subject-matter filsafat hukum Islam diidentifikasi dan
dijelaskan, serta mendiskusikan pendekatan yang relevan dalam kajian filsafat hukum Islam. Sebagai kajian filsafat hukum
Islam, mata kuliah ini menuntut mahasiswa untuk menganalisa dan mengevaluasi secara kritis konsep hukum Islam dan
topik-topik penting terutama dalam bidang hukum keluarga Islam. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mendiskusikan
persoalan-persoalan tersebut dengan mengkaji dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, serta menyingkap
dimensi teleologisnya dan signifikansi etisnya.
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Pengantar Perkuliahan
Kontrak perkuliahan; subjek dan fokus matakuliah; signifikansi dan tujuan pembelajaran

Filsafat Hukum Islam sebagai Disiplin Keilmuan

Mengapa mengkaji hukum Islam secara filosofis?; Apa dan bagaimana filsafat hukum Islam itu?; Apakah
kajian filsafat hukum Islam bagian filsafat umum, filsafat Islam, atau ilmu hukum Islam?; Apa subject-matter
filsafat hukum Islam jika dibandingkan dengan filsafat hukum (legal philosophy)?; Apakah filsafat hukum Islam
identik dengan ushul figh (teori hukum Islam)?; Bagaimana kaitan filsafat hukum Islam dengan hikmah al-
tasyri’ dan maqashid al-syari’ah?; Bagaimana kelahiran dan perkembangan filsafat hukum Islam sebagai
disiplin keilmuan bisa dijelaskan?

Paradigma dan Teori Hukum Islam

Apa pentingnya mengkaji hukum Islam secara paradigmatik? Apa dan bagaimana paradigma hukum Islam
itu?; Apa kaitan paradigma dengan teori dalam kajian hukum Islam?; Apa peran dan fungsi paradigma dan
teori hukum Islam?; Mazhab figh sebagai paradigma hukum Islam?; Secara paradigmatik, apakah hukum
Islam hanya mengacu kepada perintah Tuhan (Divine Command) ataukah dapat bersumber dari rasio (Natural
Law)?; Dalam sinaran teori hukum, haruskah hukum Islam menyatu dengan moral ataukah mesti dibedakan?;
Apakah teks-teks wahyu/syariah harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks (asbab), tujuan
(maqasid) atau ratio-legis (‘illah)-nya?; Mungkinkah ada makna teks yang pasti (qatnass), Apakah hanya ada
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kebenaran tunggal (Mukhatti’'ah) dalam hukum Islam atau kebenaran itu jamak (Musawwibah)?; Bagaimana
bisa dibedakan antara hukum Islam yang menuntut ketundukan (ta‘abbudi) dan yang bisa dirasionalkan
(ta‘aqqul)?

Konsep Hukum Islam

Apa hakikat hukum (law)?; Apakah konsep ‘hukum’ ini berlaku juga untuk hukum Islam?; Bagaimana lalu
istilah syariah dikonsepsikan? Apakah ia identik dengan hukum Islam?; Bagaimana dengan fiqgh (dan fatwa)?
Jika figh juga adalah hukum Islam, bagaimana hubungannya dengan syariah?; Jika syariah tidak lepas dari
moral agama, apakah hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari moralitas dan etika Islam?; Apakah hukum Islam
menyatu dengan tujuannya? Apakah hukum Islam adalah kategori tersendiri yang berbeda dari hukum produk
kebijakan negara seperti perundang-undangan (siyasah)?; Apakah hukum Islam juga genus yang berbeda
dengan hukum kebiasaan (‘urf/adat)?; Jadi, apa hukum Islam itu?

Keluarga dan Hukum Keluarga Islam

Apa itu keluarga?; Bagaimana istilah keluarga dikonsepsikan pada masa awal dan klasik Islam?; Apakah pada
masa kini keluarga dipahami sama dengan konsepsi Islam masa lalu?; Bagaimana konsepsi ideal (berdasar
nilai-nilai) Islam tentang keluarga?; Apakah konsep keluarga Islam itu unik, ataukah sama dengan konsepsi
keluarga lainnya secara komparatif (baik dengan masyarakat/negara lain ataupun dengan konsepsi
internasional)?; Apakah berkeluarga (hidup dalam keluarga) adalah inevitable atau keharusan?; Mengapa
istilah ‘hukum keluarga’ dimunculkan dalam kesarjanaan hukum Islam modern?; Mengapa pada awalnya
kodifikasi hukum keluarga lebih menggunakan istilah ‘al-ahwal al-shakhsiyyah?; Adakah perbedaan mendasar
dengan ‘al-’'usrah’/family/keluarga?

Perkawinan

Apakah memang pernikahan berbeda dengan perkawinan?; Apakah ada alasan mengapa istilah nikah lebih
dipakai daripada ‘zawaj’?; Bagaimana perkawinan mesti didefinisikan?; Apakah perkawinan merupakan
kontrak (‘aqd) seperti kontrak-kontrak lainnya?; Mengapa definisi klasik perkawinan hanya dikaitkan dengan
hubungan sex?; Bilamana dan mengapa definisi perkawinan dalam hukum Islam mengalami perubahan?; Apa
nilai dan tujuan perkawinan dalam Islam?; Haruskah hakikat (nature) perkawinan dipahami dalam kesatuan
dengan tujuannya?; Apakah perkawinan bagian dari ibadah atau sekedar mu’malah?; Bagaimana
pengaktegorian ibadah/mu’amalah ini berimplikasi dengan kemungkinan pembaruan hukum perkawinan?

Legalitas Perkawinan

Bagaimana hukum Islam tradisional mengkualifikasi perkawinan yang sah?; Mengapa para ahli figh berbeda
pendapat tentang sahnya perkawinan?; Nilai apa yang mendasari dan tujuan apa yang ingin dicapai dari
ketentuan tentang legalitas perkawinan ini?; Mungkinkah dan atas dasar apa (perlu) dilakukan pembaruan
atas syarat-syarat legalitas perkawinan?; Haruskah negara dilibatkan dalam menentukan sahnya perkawinan?;
Haruskah pencatatan menjadi syarat sahnya perkawinan?; Haruskah sahnya perkawinan ditentukan oleh
kedewasaan pasangan?; Bisakah diterima adanya pembedaan antara perkawinan yang sah secara agama
dan menurut negara?; Apakah sahnya perkawinan ditentukan oleh niyat menikah?; Bagaimana hukum Islam
menyikapi perkawinan di luar Islam? Sejauhmana perkawinan luar Islam bisa dianggap sah?
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Wali Nikah

Apa dan siapa wali itu?; Bagaimana menentukan status ke-wali-an?; Mengapa izin wali nikah dipercaya
menentukan sahnya perkawinan?; Dari sumber apa keharusan izin wali diketahui?; Apa nilai dan tujuan dari
Syarat izin wali ini?; Apakah syarat wali terkait dengan kedewasaan atau dengan keperempuanan?; Haruskah,
dan atas dasar apa, perkawinan perempuan dewasa dilakukan tanpa izin walinya?; Bagaimana para ahli figh
tradisional memandang perempuan dan relasinya dengan laki-laki dalam keluarga?; Apakah cara pandang
tradisional ini harus dipertahankan?; Haruskah syarat wali dihilangkan? Atau perlukah, dan bagaimana,
konsep perwalian dirumuskan ulang?

Poligami

Apa perkawinan poligami itu?; Bagaimana konteks sosial masyarakat Arab dan sekitar ketika ketentuan
poligami ditetapkan?; Bagaimana sebenarnya sikap al-Qur’an terhadap praktek poligami?; Nilai dan tujuan apa
yang dituju al-Qur'an?; Apakah pemenuhan kondisi sosial, nilai dan tujuan tersebut menentukan validitas
poligami?; Apakah praktek poligami Nabi dapat menjadi bukti otoritatif kebolehan poligami?; Bagaimana status
perempuan dan relasinya dengan lak-laki bisa dipahami dari kebolehan poligami?; Mungkinkah, dan
bagaimana, poligami dapat memenuhi nilai keadilan?; Mungkinkah poligami dapat memenuhi tujuan dan ideal
keluarga dalam Islam?; Apakah prinsip dan norma hak asasi manusia internasional bisa menjadi kerangka
acuan baru dalam melihat masalah ini?

Nafkah

Apa itu nafkah (isteri)?; Bagaimana para ahli figh menentukan besarannya?; Apakah ketentuan nafkah dalam
hukum Islam sekedar melanjutkan norma-norma Masyarakat sebelumnya?; Mengapa dalam hukum Islam
isteri berhak mendapat nafkah dari suami? Atas argumen keagamaan dan rasional apa?; Adakah konsekuensi
dari kewajiban ini dengan kewajiban isteri?; Apakah perumusan kewajiban nafkah dalam hukum Islam mesti
dipahami dalam konteks sosial budaya di mana perempuan/isteri diposisikan dalam keluarga?; Apa nilai yang
mendasari dan apa tujuan dari ketentuan nafkah ini?; Apakah kewajiban nafkah dapat sejalan dengan nilai
keadilan? Apakah, dan bagaimana, ketentuan tersebut bisa memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang
mendasari relasi suami-isteri yang berkeadilan?; Mungkinkah ketentuan nafkah dirumuskan ulang?

Perceraian

Bagaimana ketentuan perceraian dirumuskan dalam hukum Islam?; Mengapa dan atas logika apa ketentuan
perceraian laki-laki dibedakan dari Perempuan?; Apakah konteks sosial masyarakat Arablah yang
melatarbelakangi lahirnya ketentuan perceraian dalam hukum Islam?; Mengapa hukum Islam (figh) tampak
memudahkan perceraian (talak)? Mengapa syarat-syarat perceraian jauh berbeda dan lebih sederhana dari
perkawinan?; Bagaimana sebenarnya sikap al-Quran dan Sunnah Nabi dalam melegitimasi perceraian?; Apa
nilai yang mendasari dan tujuan yang ingin dicapai dari ketentuan perceraian?; Haruskah negara dilibatkan
dalam membatasi perceraian? Bagaimana hal ini bisa dijustifikasi dalam hukum Islam?; Apakah
kecenderungan modern yang mempersulit perceraian dan melibatkan negara (pengadilan) paling sejalan
dengan tujuan perkawinan dan ideal keluarga?; Apakah pandangan yang membedakan perceraian secara
agama dengan perceraian negara tidak bisa dipertahankan?

Pengasuhan Anak
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Bagaimana hukum Islam mengatur masalah pengasuhan anak?; Apakah ketentuan hukum Islam membawa
pengaturan baru yang berbeda dari pengaturan dan kebiasaan masyarakat Arab dan sekitar?; Dalam tangung
Jjawab siapa masalah pengasuhan anak?; Haruskah dibedakan antara ibu dan bapak dalam pengasuhan
anak?; Apa nilai yang mendasari dan tujuan dari pengaturan tersebut?; Dalam hukum Islam, kepentingan
siapa yang diprioritaskan? Apakah pengasuhan anak menjadi kewenangan mutlak orang tua atau hak anak?;
Apakah dalam Islam, masyarakat dan negara juga punya tanggungjawab dalam pengasuhan anak?; Hak-hak
dan kepentingan anak apa saja yang perlu dilindungi?; Sejauhmana kewenangan orang tua terhadap anak?;
Mengapa adopsi (tabanni) dilarang?; Nilai dan prinsip apa yang hendak dilindungi melalui pelarangan ini?;
Mungkinkah hukum Islam mengadopsi seluruh norma-norma hak anak yang diklaim universal?

Harta Perkawinan

Bagaimana hukum Islam tradisional mengatur harta dalam perkawinan?; Nilai apa yang mendasari dan untuk
tujuan apa?; Apakah pengaturannya berbeda dengan pengaturan harta dalam masyarakat Arab dan sekitar?;
Mungkinkah ketentuan harta perkawinan diperbaharui sejalan dengan konteks sosial dan budaya saat ini?;
Apakah konsep harta bersama dan pembedaannya dengan harta bawaan dapat bisa diterima oleh hukum
Islam?; Mungkinkah diterima dan dijustifikasi secara moral dan keagamaan adanya pemisahan harta
perkawinan dan pengaturan harta perkawinan melalui perjanjian perkawinan?

Kewarisan Islam

Bagaimana pengaturan waris dirumuskan dalam hukum Islam?; Apakah pengaturan ini dipengaruhi oleh
tradisi masyarakat Arab dan sekitar?;, Apakah kewarisan al-Qur’an melanjutkan kebiasaan sebelumnya atau
benar-benar baru?; Apakah penentuan bagian waris bersifat pasti (qati); Nilai apa yang mendasari dan tujuan
apa yang ingin dicapai melalui penentuan waris?; Apakah hukum waris bagian dari ibadah dan bersifat
ta‘abbudi?; Mengapa wasiat dibatasi? Mengapa orang tidak mempunyai kuasa penuh atas harta
peninggalannya?; Mengapa bagian waris laki-laki berbeda dari bagian perempuan?; Apakah penentuan waris
bisa dirubah karena perubahan kondisi?; Mungkinkah perubahan konsepsi keadilan dapat secara absah
merubah ketentuan kewarisan tradisional?; Apakah model kewarisan bilateral (dari Hazairin) bisa diterima?;
Apakah ketentuan wasiat wajibah sekedar upaya untuk lepas dari tuntutan hukum waris?
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1. Mahasiswa membuat makalah mandiri dan dipresentasikan di depan kelas. Penyusunan makalah dan presentasi di kelas merupakan
bagian dari tugas terstruktur-mandiri.

2. Mahasiswa mereview buku/bab/artikel jurnal dengan mengikuti standar penulisan ilmiah, dengan ketentuan font: Arial (11) atau Calibri
(12) atau Times New Roman (12), dengan spasi 1.5. Tugas review ini selanjutnya dikirimkan ke dosen pengampu mata kuliah.

3. Mahasiswa membuat makalah ilmiah, yang dapat dipublikasikan di jurnal nasional/internasional bereputasi. Makalah ini menjadi bagian
dari tugas akhir mahasiswa.



